PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 1 TAHN 1962
TENTANG
PEMBER AN GANUARAN (PREM ) KEPADA CRANG CRANG YANG TELAH
MEMBER KAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TI NDAK Pl DANA

PRES DEN REPUBLI K LNDONES A,

Meni nbang:

perl u nengadakan peraturan baru tentang penberian ganjaran (prem) kepada
nereka Yang telah nenberikan jasanya dal am pengusutan beberapa tindak
pi dana, agar supaya penberian ganjaran (prem) itu lebih sesuai dengan
keadaan pada dewasa ini;

Mengi ngat :
Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

Mendengar: Menteri Pertang;
Menut uskan :

Dengan nmencabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1960 (Lenbaran- Negara tahun
1960 No. 96).

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang penberian ganjaran (prem) kepada orang-orang
Yang t el ah nenberi kan j asanya dal am pengusut an beber apa ti ndak pi dana.

Pasal 1.

Menteri Pertama dapat nenberi kan ganjaran (prem)

a. setinggi-tinggi nya Ro. 5.000, - kepada nereka bersana-sana at au kepada
seseorang Yang secara unum atau secara Kkhusus tidak nenpunyai
wewenang untuk nengusut tindak pidana nengenai penasukan,
pengel uaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, untuk
pet unj uk- petunj uk yang berwijud yang diberikannya hingga dapat
di | akukan penangkapan (achterhal en) pelanggaran, baik terhadap
per at ur an- per at uran nengenai bea dan cukai naupun terhadap perat uran-
peraturan lain yang nengatur penasukan, pengel uaran, penerusan atau
pengangkut an bar ang- barang yang berwujud (termasuk di dal amya al at -
alat penbayaran) nelalui darat, laut dan/atau udara atau untuk
bant uan yang nyata yang di beri kannya dal am penangkapan t er sebut ;

b. setinggi-tinggi nya Ro. 2.500, - kepada nereka bersana-sana at au kepada
seseorang yang secara unmum ataupun secara khusus nenpunyai wewenang
untuk nengusut tindak pidana nengenai penasukan, pengel uaran,
penerusan atau pengangkutan barang-barang, karena kegi atannya dal am
nel akukan penangkapan (achterhal en) pelanggaran, baik terhadap
per at ur an- per at uran nengenai bea dan cukal naupun terhadap perat uran-
peraturan lain yang nengatur penasukan, pengel uaran, penerusan atau
pengangkut an bar ang- barang yang berwujud (termasuk di dal amya al at -
alat penbayaran) nelalui darat, laut dan/atau udara, akan tetapi
hanya dalam hal nereka/ia nengenai pel anggaran yang ditangkap itu
tidak diberi ganjaran sebagai yang di naksudkan pada huruf c atau



(1)

huruf d;

setinggi-tinggi nya 50%dan tidak nel ebi hi Ro. 1.000.000,- dari junah
hasi| bersih dari penjual an barang-barang (ternasuk di dal ammya al at -
al at penbayaran) yang nenjadi hak Negara nenurut ketentuan pasal 13
ayat 6 "Rechten O donnantie" (Saatsblad 1882 No. 240 jo. St aatshl ad
1931 No. 471), sebagai nana tel ah di ubah dan ditanbah, terakhir dengan
Undang-undang No. 4 tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun 1954 No. 11),
kepada nereka bersana-sana atau kepada seseorang yang benar-benar
secara giat telah ikut-serta dalam nensita (aanhal en) barang-barang
dal am perkara pel anggaran yang tidak diketahui siapa pel anggarnya,
sebagai nana t er naksud dal ampasal 13 "Rechten O donnantie", tersebut;

1. setinggi-tinggi nya 50% dan tidak nel ebi hi Ro. 1.000.000,- dari
jumah hasil bersih denda-denda dan hasil penjual an barang-
barang yang diranpas untuk Negara kepada nereka bersama-sana
atau kepada seseorang yang benar-benar dan secara giat telah
ikut-serta atau dengan cara yang nyata telah nenberikan
bantuannya dal am nel akukan penangkapan pel anggaran, bai k
terhadap peraturan nengenai bea dan cukai rnaupun terhadap
peraturan-peraturan |ain yang nengatur penasukan, pengel uaran,
penerusan dan pengangkutan barang-barang yang berwuj ud
(termasuk di dal aimmya al at-al at penbayaran) nel al ui darat, |aut
dan/ at au udar a;

2. dal am hal dil akukan pendendaan damai atau dal am hal di adakan
penyi npanan perkara dengan sSyarat-syarat nengenai perkara
pel anggaran yang di sebutkan pada huruf a dan huruf b di atas,
nmaka ganjaran adal ah setinggi tingginya 30% dan tidak rel ebi hi
Rp. 1.000. 000, -;

setinggi-tinggi nya Ro. 1.000, - kepada nereka bersana-sana at au kepada
seseorang yang atas pet unj uk- pet unj uknya yang nyata dapat di ket enukan
suatu penyul i ngan arak (stokerij dan distilleerderij) yang tidak sah,
apabila tenpat penyulingan itu diketemukan sedang bekerja atau
setinggi-tingginya Rp. 500,- apabila tenpat penyulingan itu tidak
bekerja, sekedar ia tidak nendapat ganjaran berdasarkan huruf a, b
dan d;

sebesar harga resm obat bius yang ditangkap dan nenjadi mlik Negara
dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- kepada nereka bersana-sama atau
kepada seseorang yang dengan cara apapun yang nyata tel ah nenberikan
jasanya hingga dapat dilakukan penangkapan obat-obat bius yang
jenisnya dan harga resmnya ditetapkan oleh seorang ahli yang
ditunjuk oleh Mnteri Kesehatan; dalam hal penangkapan yang
bersangkut an di | akukan dal am keadaan yang sangat sulit, ganjaran
setinggi-tinggi nya Ro. 50.000, - dapat diberikan, wal aupun harga resm
obat - obat bi us yang tertangkap bel umsanpai sebesar jumah itu.

Pasal 2.
Ganjaran yang di maksudkan dal am pasal 1 tidak diberikan dal am hal

penangkapan di | akukan karena pengakuan tanpa di sertai adanya barang-
barang sebagai bukti yang nyata berasal dari tindak pidana atau yang



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

di gunakan dal amtindak pi dana.

Yang dapat nenperoleh ganjaran ialah nereka yang pertana-tama
nel akukan atau ikut-serta nelakukan penangkapan atau nereka yang
pertama-tana nenberi petunj uk hi ngga dapat dil akukan penangkapan.

Mereka yang karena j abat annya (i kut) nenyel esai kan urusan penangkapan
atau penyi taan di naksudkan dal am pasal 1 tidak dapat diberi ganjaran.

Pasal 3.

Untuk nenperoleh ganjaran instansi tenpat bekerja orang-orang
di maksudkan dal am pasal 1 atau dal am hal penberian petunjuk oleh
seseorang instansi yang nel aksanakan petunjuk itu, nengaj ukan surat
per nohonan ganj aran kepada Menteri Pertana disertai:

a. salinan berita acara penangkapan atau berita acara peneriksaan
nengenai bar ang- barang atau tindak pi dana yang tertangkap;
b. sal i nan keput usan haki m yang ber sangkut an yang tel ah nenpunyai

kekuatan mutlak atau salinan penetapan penyel esai an perkara di
| uar sidang pengadi | an;

C. bukti penyetoran ke Kas Negara dari wuang-uang denda, uang
syarat nenyel esai kanperkara di luar sidang pengadilan, yang
tel ah dipungut berdasarkan surat keputusan/ penetapan tersebut

dan/atau hasil bersih dari penjualan barang-barang yang
di ranmpas unt uk keunt ungan Negar a;

d. urai an tentang jasa orang-orang yang di nohonkan ganj ar an;

e j um ah ganj aran yang di nohonkan.

Apabi | a dal am hal yang di maksudkan dal am pasal 1 huruf f di nohonkan
ganjaran yang lebih besar daripada harga resm obat bius yang
tertangkap, maka diterangkan juga keadaan penangkapan yang sangat
sulit yang nenberikan alasan untuk nenohonkan ganjaran yang |ebih
besar itu.

Menteri Keuangan nenberi kan pandangan dan nasehat nya dal am per nohonan
ganjaran yang diajukan oleh instansi dalam |ingkungan Departenen
Keuangan, sedang Menteri  Kehakinan nenberikan pandangan dan
nasehat nya dal am per nohonan ganjaran yang di aj ukan ol eh instansi di
[ uar |ingkungan Departenmen Keuangan.

Pasal 4.

Kepala Kantor Kejaksanaan Pengadilan Negeri yang bersangkut an

nenberi kan surat-surat yang ternaksud dal am pasal 3 ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ kepada yang berkepentingan untuk urusan pernohonan ganjaran yang
di maksudkan dal am pasal 1.

Pasal 5.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Presiden ini

di tetapkan ol eh Menteri Pertana.

Pasal 6.



Pengel uaran untuk Penbelian ganjaran (prem) nenurut Peraturan
Presiden ini di bebankan pada anggaran Departenen Keuangan.

Pasal 7.

(1) Pernohonan ganjaran yang bel um diterbitkan surat keputusannya ol eh
Menteri  Keuangan pada hari Peraturan Presiden ini di undangkan
di sel esai kan nenurut Peraturan Presiden ini.

(2) Senmua surat keputusan Menteri Keuangan nengenai penberian gandj aran
sejak tanggal 1 Januari 1962 dianggap diterbitkan berdasarkan
Peraturan Presiden ini.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkannya dan
berl aku surut sanpai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

O tetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Maret 1962.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.
SUKARNQ

O undangkan di Jakart a,

pada tanggal 5 Maret 1962.

Sekretarts Negar a,

ttd.
MOHD., | GHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN Nb. 1 TAHUN 1962
TENTANG

PEMBER AN GANUARAN (PREM ) KEPADA CRANG CRANG YANG TELAH
MEMBER KAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TI NDAK Pl DANA

UMM

Dal am Lenbaran-Negara MNo. 96 tahun 1960 diundangkan Peraturan
Presiden No. 18 tahun 1960 tentang penberian ganjaran (prem) kepada orang-
orang yang telah nenberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak
pi dana. Sejak mulai berlakunya Peraturan Presiden tersebut dan terutama
pada akhir-akhir ini telah ada tanda-tanda, bahwa penberian ganjaran
nenur ut ket ent uan- ket ent uan yang ditetapkan di dal ammya tidak sesuai dengan



nmaksud semul a ial ah nenberi dorongan pada penangkapan basah.

Selain dari itu jenis-jenis tindak pidana yang bagi penangkapannya
pada sekarang ini nasih perlu diberikan dorongan dal ambent uk ganj aran itu,
di anggap sudah dapat di perkeci | .

Cemkianlah nmaka antara lain penangkapan pel anggaran peraturan
devi sen tidak | agi nenberikan kenungki nan- kenungki nan menper ol eh ganj ar an.

Untuk nencapai penyesuai an- penyesuai an yang di maksudkan diatas ini,
di pandang perlu nengatur kenbali dal am kesel uruhannya peraturan tentang
penberi an ganjaran itu.

PASAL DEM PASAL.
Ti dak nener| ukan pen;j el asan.

Ter masuk Lenbar an- Negara tahun 1962 No. 11.
D ket ahui :
Sekretari s Negar a,
ttd.
MHD | CHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1962 NOMIR 11
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2389



